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ABSTRACT
LEGAL CONSEQUENCES OF ISSUANCE OF LAND SALE BUYING BY
PPAT
(Decision Study Number 507/PDT.G/2016/PN.MDN )
BY :
GUSWANDI SEMBIRING
NPM: 14.840.0013

With the provisions of the Agrarian Basic Law, the sale and purchase of land is
no longer made before the Village Head under the hands, but in the presence of a
Land Deed Making Officer (PPAT). Since the enactment of the Government
Regulation on Land Registration, the sale and purchase must be carried out by
the parties before the PPAT in charge of making the deed. With the sale and
purchase before PPAT, full conditions are met (not illegal legal actions, which
are carried out clandestinely). To be made a deed of sale and purchase of land,
the party who transfers the rights, must fulfill the requirements, namely the
authority to transfer these rights, while the receiving party must fulfill the
requirements, namely the authority to transfer these rights, while the receiving
party must fulfill the subject requirements of the land to be purchased. And must
be witnessed by at least two witnesses. Registration of a land is something that
must be done by anyone who makes transactions on land. Registration of land
must be carried out in accordance with procedures or procedures as stipulated by
the laws and regulations.

In the process of buying and selling land, the issuance of the sale and
purchase deed by PPAT is mandatory as a transfer of land rights. Therefore after
the process of issuing a sale and purchase deed by PPAT does not mean that there
are no problems that arise in the future, because it can be in the manufacturing
process there are problems that cause legal consequences in the future for it to be
interesting to examine related to the governance process the way of issuing a sale
and purchase deed by a PPAT notary, What are the factors that cause the
issuance of the sale and purchase of a problematic land by a PPAT notaryLegal
consequences, sale and purchase, sale and purchase deed, and above all. PPAT
Notary.

The type of research is normative juridical by conducting data collection
techniques and literature study as well as the focus and results of discussions on
legal consequences resulting from the problem deed published by the notary and
the validity of the deed made in the buying and selling process involving PPAT

The author here discusses the procedures for making a deed of sale and
purchase of land by a PPAT Notary that has been regulated in the law, a factor
that causes the deed of sale of troubled land by a PPAT Notary, and the legal
consequences arising from the issuance of a troubled Notary PPAT sale and
purchase of deed, to buyers, to BPN, and to third parties.

Keywords: Legal Consequences, Sale and Purchase Deed, PPAT.
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ABSTRAK
AKIBAT HUKUM DARI PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH
OLEH PPAT
(Studi Putusan Nomor 507/PDT.G/2016/PN.MDN)

OLEH :
GUSWANDI SEMBIRING
NPM : 14.840.0013

Dengan adanya ketentuan Undang-UndangPokokAgraria, jual beli tanah
tidak lagi dibuat di hadapan Kepala Desa secara bawah tangan, melainkan
dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, maka jual beli harus dilakukan
para pihak dihadapan PPAT yang bertugas membuat akta. Dengan dilakukannya
jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang
gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Untuk dibuatkan akta jual beli
tanah tersebut, pihak yang memindahkan hak, harus memenuhi syarat yaitu
berwenang memindahkan hak tersebut, sedangkan pihak yang menerima harus
memenuhi syarat yaitu berwenang memindahkan hak tersebut, sedangkan pihak
yang menerima harus memenuhi syarat subjek dari tanah yang akan dibelinya itu.
Serta harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.Pendaftaran atas
suatu tanah merupakan hal yang harus dilakukan oleh siapa saja yang melakukan
transaksi atas tanah. Pendaftaran atas suatu tanah harus dilakukan sesuai prosedur
atau tata cara sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Di dalam proses jual beli tanah maka penerbitan akta jual beli olen PPAT
sebagai sesuatu yang wajib sebagai peralihan hak atas tanah. Maka dari pada itu
setelah proses penerbitan akta jual beli oleh PPAT bukan berarti tidak ada
permasalahan yang timbul di kemudian hari, karena dapat saja di dalam proses
pembuatannya terdapat masalah masalah yang menimbulkan akibat hukum di
kemudian hari untuk itu menarik untuk di teliti terkait bagaimana proses tata cara
penerbitan akta jual beli oleh notaris PPAT, bagaimana faktor yang menyebabkan
terbitnya akta jual beli tanah bermasalah oleh notaris PPAT dan yang paling
utama bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari akta bermasalah yang
diterbitkan oleh Notaris PPAT.

Adapun jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan melakukan teknik
pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan serta fokus dan hasil
pembahasan kepada akibat hukum yang di timbulkan dari akta bermasalah yang di
terbitkan notaris serta keabsahan akta yang dibuat di dalam proses jual beli yang
melibatkan PPAT.

Penulis disini membahas tata cara pembuatan akta jual beli tanah oleh
Notaris PPAT yang sudah diatur di dalam undang undang, faktor yang
menyebabkan terjadinya akta jual beli tanah bermasalah oleh Notaris PPAT, dan
akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan akta jual beli tanah bermasalah
oleh Notaris PPAT terhadap akta, terhadap pembeli, terhadap BPN, dan terhadap
pihak ketiga.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Akta Jual Beli, PPAT.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.Agar kepentingan
manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.Namun dalam pelaksanaannya,
hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi
pelanggaran hukum.Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan
kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau
bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik
yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang
dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling
sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait*

Sebagai alat bukti tertulis, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus
diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan halyang sebaliknya
secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.Notaris tidak menjamin bahwa
apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, ini
dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah
diberikan oleh para pihak. Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris
dipermasalahkan oleh para pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik

sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu perbuatan

'Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan
Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011 hal.5
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melawan hukum, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta
notaris.’

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah
meletakkan landasan-landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pendaftaran tanah
yang sangat diperlukan untuk segera melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria.
Sejalan dengan tuntutan zaman dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat serta
dampak yang terjadi dari pembangunan nasional, namun dengan tetap mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara maka diperlukan langkah-langkah penyesuaian dan
penyempurnaan produk hukum di bidang pertanahan.

Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak
(Registration of titles) sebagaimana yang digunakan dalam penyelenggaraan
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, bukan sistem pendaftaran akta. Hal tersebut tampak dengan
adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang
dihimpun dan disajikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.

Disamping itu dengan diselenggarakan pendaftaran tanah juga dimaksudkan
terciptanya suatu informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang
berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar.

Terselanggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan

perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.Tertib administrasi maksudnya

’Ibid
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bahwa seluruh berkas-berkas dari kantor pertanahan tersebut harus sudah tersimpan
dengan baik dan teratur sehingga sangat mudah sekali jika akan mencari suatu data
yang diperlukan, terbukti dari adanya sejumlah buku-buku yang tersedia dalam
menunjang pendaftaran tanah tersebut.

Sejarah kepemilikan tanah secara individual jika hanya mengandalkan kepada
ingatan atau keterangan saksi pasti tidak teliti, karena ingatan bisa saja kabur dan
saksi-saksi hidup satu masa akan meninggal dunia.*Dalam hal ini diperlukan adanya
pendaftaran tanah yang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria ditugaskan kepada pemerintah sebagai sarana dalam
memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan.

Dengan adanya ketentuan UUPA, jual beli tanah tidak lagi dibuat di hadapan
Kepala Desa secara bawah tangan, melainkan dihadapan seorang Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran
Tanah, maka jual beli harus dilakukan para pihak dihadapan PPAT yang bertugas
membuat akta.Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat
terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi). Untuk dibuatkan akta jual beli tanah tersebut, pihak yang memindahkan
hak, harus memenuhi syarat yaitu berwenang memindahkan hak tersebut, sedangkan
pihak yang menerima harus memenuhi syarat yaitu berwenang memindahkan hak

tersebut, sedangkan pihak yang menerima harus memenuhi syarat subjek dari

*A.P. Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, HIm.
36.
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tanahyang akan dibelinya itu. Serta harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua

orang saksi.

Pendaftaran atas suatu tanah merupakan hal yang harus dilakukan oleh siapa
saja yang melakukan transaksi atas tanah. Pendaftaran atas suatu tanah harus
dilakukan sesuai prosedur atau tata cara sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Fungsi pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan penjabaran

fungsi ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan diantaranya yaitu :

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat mengenai data yuridis dan data fisik yang termuat di dalamnya (Pasal 32 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

2. Sertifikat yang telah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata
menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak
mengajukan gugatan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada
pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut (Pasal
32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan
pendaftaran tanah dengan ,membuat akta tanah sebagai bukti telah dilakukannya
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perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas tanah atau
hak milik satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu (Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT).Pendaftaran
hak dan pendaftaran peralihan hakatas tanah ini sebagaimana diatur dalam Pasal
19 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA) merupakan sebagian dari tugas dan wewenang
Pemerintah di bidang pendaftaran tanah. Di bidang ini, pendaftaran hak dan
pendaftaran peralihan hak dapat dibedakan menjadi 2 tugas, yaitu :
1. Pendaftaran hak atas tanah adalah pendaftaran hak untuk pertama kali atau
pembukuan suatu hak atas tanah dalam daftar buku tanah.
2. Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah.
Adapun fungsi akta PPAT dalam jual beli, sesuai pendapat Mahkamah Agung
dalam Putusannya No0.1363/K/Sip/1997 bahwa Pasal 19 PP No0.10 Tahun 1961
(sekarang PP No. 24 Tahun 1997) secara jelas menentukan bahwa akta PPAT
hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak
tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah. Akta PPAT berfungsi sebagai alat
pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli.
Akan tetapi, dalam PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran jual
beli hanya boleh dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya, sedangkan tanpa
akta PPAT seseorang tidak akan memperoleh sertifikat, meskipun jual belinya sah

menurut hukum. Oleh karena itu, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal
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ditandatanganinya akta tersebut, PPAT wajib mendaftarkan ke Kantor Pertanahan
untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga

Setelah pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, tidak begitu saja persoalan di
antara kedua belah pihak selesai melainkan kemungkinan pihak-pihak lain pun terkait
di dalamnya, disebabkan semula adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak dalam
transaksi jual beli tanah tersebut. Misalnya pemalsuan tanda tangan istri dari pihak
penjual seakan-akan pihak istri memberikan persetujuan, kemudian tuntutan akan
datang dari istri yang sebenarnya untuk meminta pembatalan atas jual beli tanah yang
telah dibalik nama ke atas nama pembeli. Dan permasalahan lainnya yang
melatarbelaangi lahirnya akta bermasalah baik karena proses administrasi pendaftaran
maupun karena faktor-faktor lain yang melatarbelakanginya.

Tidak sedikit akta jual beli yang mengalami masalah sehubungan dengan
pendaftaran tanah yang akan dilakukan dan menyebabkan akta jual beli menjadi akta
dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai
akibat ditemukan cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata keterangan
yang diberikan salah satu pihak tidak benar. Sebagai contoh seperti Putusan No
507/PDT.G/2016/PN mdn yang mana menjadi bahan studi kasus sebagai contoh
konsekuensi akibat hukum dari akta jual beli bermasalah.

Dengan adanya cacat hukum pada suatu akta dapat menyebabkan adanya
akibat hukum terhadap akta yang di buat sehingga, menimbulkan masalah terhadap
keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan.Untuk itu menarik untuk di lakukan
penelitian terkait akibat hukum dari penerbitan akta jual beli tanah bermasalah oleh

PPAT.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan
pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penilitian ini adalah mengenai akibat
hukum dari penerbitan akta jual beli tanah yang bermasalah oleh Notaris PPAT, dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana tata cara penerbitan akta jual beli tanah oleh PPAT?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan terbitnya akta jual beli tanah bermasalah

oleh PPAT?

3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari akta bermasalah yang diterbitkan

oleh PPAT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu
tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah
penulis paparkan di atas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga
mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun
uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah :

1.Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka dapat dikemukakan tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penerbitan akta jual beli tanah oleh notaris

PPAT.
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2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terbitnya akta jual beli tanah
bermasalah oleh notaris PPAT.
3. Untuk mengetahui bagaimanaakibat hukum yang ditimbulkan dari akta
bermasalah yang diterbitkan oleh notaris PPAT.
2.Manfaat Penelitian
Sebuah karya tulis yang dibuat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat,
demikian pula yang diharapkan dari penelitian ini. Adapun manfaat yang di harapkan
tersebut adalah :
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang
pengetahuan dan pemahaman hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang
pertanahan khususnya yang berkaitan dengan tatacara pembuatan akta tanah oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Secara Praktis
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar
mengetahui tata cara pembuataan akta tanah yang sesuai dengan aturan PPAT.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
pemahaman yang bermanfaat bagi peminat hukum serta yang berkenaan
dengannya pada khususnya dan masyarakat pencinta ilmu pengetahuan pada

umumnya.
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D. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya

membutuhkan hipotesis.Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan
atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,
atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam hal ini penulis juga
akan membuat hipotesis.adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas
adalah sebagi berikut:

1. Tata cara penerbitan akta jual beli taah oleh notaries PPAT adalah pembuatan
akta harus dihadiri oleh penjual dan pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan
surat kuasa tertulis dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi
biasanya dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara (camat/lurah) dan
kedua pegawai Notaris jika melalui Notaris/PPAT.

Pejabat Pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi
dan maksud pembuatan akta, termasuk juga sudah lunas transaksinya.Bila isi akta
telah disetujui oleh penjual dan pembeli, maka akta ditandatangani oleh penjual,
pembeli, saksi-saksi, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.Akta dibuat 2 lembar asli,
satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke
Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran peralihnan hak (balik
nama/pemecahan).Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberi salinannya.

2. Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan terbitnya akta jual beli tanah
bermasalah oleh Notaris PPAT. Faktor-faktor tersebut adalahadanya suatu situasi
yang mengharuskan PPAT untuk melakukan pembuatan akta jual beli yang tidak
sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT guna menyelamatkan suatu
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transaksi jual beli. Rasa saling percaya yang tinggi diantara sesama PPAT dan
antara para pihak dengan PPAT juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
terbitnya akta jual beli tanah bermasalah oleh Notaris PPAT, semacam “esprit de
corps”, sehingga mereka percaya bahwa diantara sesama PPAT akan saling
melindungi dan tidak akan membuka rahasia diantara mereka.Faktor waktu dan
kesibukan dari para pihak sehinga menyebabkan PPAT menyesuaikan diri dengan
waktu dan kesibukan para pihak.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari akta bermasalah yang diterbitkan oleh
Notaris PPATadalah akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di
bawah tangan karena tidak memenuhi persyarat yang ditentukan oleh undang-
undang dan atau peraturan-peraturan lain. Akibat hukum lainnya PPAT dapat
diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya (Pasal 28 ayat (2) Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan verbintenis.
Di berbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti :*

1. Dalam KUH Perdata (Soebekti dan Tjipto Sudibyo) digunakan istilah perikatan
untuk verbintenis dan perjanjian untuk overseenkomst.

2. Utrech, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah
perutangan untuk verbintenis dan perjanjian untuk overeenkomst.

3. lkhsan dalam bukunya Hukum Perdata Jilid I menerjemahkan verbintenis dengan
perjanjian dan overeenkomst dengan persetujuan.

Hal tersebut berarti bahwa untuk verbintenis terdapat tiga istilah Indonesia,
yaitu perikatan perjanjian, dan perutangan sedangkan untuk istilah overeenkomst
dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan.Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata
menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.?

Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu “peristiwa dimana seorang berjanji
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal”.?

'R.Soeroso, 2010, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, HIm. 3.

2 -

Ibid.

*Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg, 2009, 60 Contoh Perjanjian (kontrak), Buku Kita,
Jakarta, HIm. 9.
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B. Pengertian Akta Jual Beli Tanah

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
membuat akta.lstilah atau kata akta dalam bahasa Belanda disebut acta atau akta, dan
dalam bahasa Inggris disebut act atau deed. Secara etimologis, menurut S.J. Fachema
Andreas, kata akta berasal dari bahasa Latin yaitu acta berarti geschrift atau surat.
Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, kata akta berasal dari Bahasa Latin, yang
berarti perbuatan-perbuatan.”

1. Pengertian Akta

Pengertian akta disebutkan dalam pasal 165 Het Herziene Indonesisch
Regelement (HIR)Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84, yaitu surat yang diperbuat
demikian oleh atau dihadapan pengawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi
bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan
pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat
itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.’

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang
atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam
proses hukum. Ini berarti akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat

sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.®

*Urip Santoso, 2016, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat
Akta, PrenadaMedia Group, Him. 126.

*Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, op.cit.,HIm. 62.

®R.Soeroso, op.cit., HIm. 6.
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Akta bukti tulisan yang berupa akta menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua),
yaitu :’
1. Akta Autentik
Yang dimaksud akta autentik menurut Pasal 1868 BW, adalah akta di dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pengawai-
pengawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuatnya.
Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak
beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapatkan hak dari para pihak,
sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus
menerimanya dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta.
2. Akta di bawah tangan
Yang dimaksud akta di bawah tangan menurut Pasal 101 huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004, adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang
bersangkutan dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa
atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
2. Pengertian Jual Beli
Pengertian jual beli, dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum di dalam
Undang-Undang, dokrin maupun yang tercantum dalam kamus hukum. Pengertian
itu, disajikan berikut ini :®
1. Pasal 1457 KUHPerdata. Jual beli adalah :
“Suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengingat dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang
dijanjikan”.
2. Pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rusia. Istilah jual beli dalam

pasal ini, yaitu the contract of sale real estate merupakan :

"Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta,
op.cit., HIm. 129.
8Salim HS, 2016, Teknik Pembuatan Akta PPAT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, HIm. 114.
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“Kontrak yang berkaitan dengan penjualan real estate, dimana penjual melakukan
pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan kepada pembeli atas sebidang
tanah, bangunan atas struktur atas sebuah apartemen atau real estate lainnya”.
3. Pandangan Salim HS. Jual beli adalah :
“Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, dimana pihak
penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan
berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan
berhak menerima objek tersebut”.
3. Pengertian Tanah
Tanah yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan land, sedangkan dalam
bahasa Belanda, disebut dengan onderground mempunyai kedudukan yang sangat
penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tanah dapat
dipergunakan untuk pembangunan, bidang pertanian, peternakan, pertambangan,
bahkan saat ini menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.®
Tanah merupakan benda tidak bergerak yang dapat dimilik oleh seorang
sehingga sudah sepantasnyahal mengenai tanah diatur dalam sebuah undang-
undang.Sebelum ketentuan di bidang pertanahan diatur dalam suatu undang-undang,
sudah diatur dalam hukum adat yang membagi kepemilikan atas tanah berdasarkan

wilayah.'®

*Ibid., HIm. 17.
193immy Joses Sembiring, op.cit., HIm. 2.
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Jika kita telaah Pasal 1 ayat 2 PP Tahun 1997, maka dinyatakan bahwa
“bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang
terbatas, dan itu saja yang merupakan objek dari pendaftaran tanah di Indonesia.**

C. Pengertian dan Wewenang PPAT

1. Pengertian PPAT

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebutkan dalam beberapa
peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tantang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT),
menyebutkan bahwa “ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat
umum yang diberi kewewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah,
akta pembebanan hak tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak
Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Pasal 1 angka 5Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, menyebutkan bahwa
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum
yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah”.

3. Pasal 1 angka 24Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah,
selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk

membuat akta-akta tanah tertentu”.

YA P. Parlindungan, op.cit., HIm.20.
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4. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan
untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”.

5. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
2006, menyebutkan bahwa “ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Dari pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut di atas
menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum
dan diberi kewenangan untuk membuat akta tertentu yang berkaitan dengan tanah.

Dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum.Pengertian pejabat umum dikemukakan

oleh Boedi Harsono, yaitu seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas dan

kewenangan memberikan pelayanan kepada umum di bidang tertentu.Sri

Winarsimenyatakan bahwa pejabat umum mempunyai karakter yuridis yaitu selalu

dalam kerangka hukum publik.*?

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 menetapkan ada 3 (tiga) macam

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu :

2Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta,
op.cit., HIm. 62.
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1. Pejabat Pembuat Akta Tanah
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan
kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah pejabat pemerintah
yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) di daerah yang belum cukup terhadap Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ini adalah
kepala kecamatan.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus
Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus (PPAT Khusus) adalah Pejabat Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya untuk
melaksanakan tugas Pejabat Pejabat Akta Tanah (PPAT) dengan membuat akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan
program atau tugas pemerintah tertentu. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus
(PPAT Khusus) hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum

yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

2. Wewenang PPAT
Dalam pengangkatannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberi tugas
pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta

sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
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atau hak milik atas satuan rumah susun.Untuk melaksanakan tugas pokoknya Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewenangan membuat akta autentik
mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.™
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang mengatur
wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu :*
a. Pasal 2
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak ats tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. Jual beli;
b. Tukar menukar;
c. Hibah;
d. Pemasukan ke dalam perusahaan;
e. Pembagian hak bersama;
f. Pemberian hak guna bangunan / hak pakai atas tanah hak milik;
g. Pemberian hak tanggungan;

h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

BIbid., HIm. 107.
“Ibid., HIm. 112.
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2. Camat Sebagai PPAT

Adapun Camat berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah didasarkan
pada Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Namun sebelum
diterbitkannya peraturan yang dimaksud tersebut melalui Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian
Hak Atas Tanah, Kepala Kecamatan (Camat) dalam kedudukannya dan fungsinya
sebagai wakil pemerintah diberi kewenangan untuk memberi atau pembukaan hak
atas tanah.

Demikian setelah diterbitkannya peraturan yang dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) UUPA dengan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran
Tanah, Camat (pegawai pamongpraja) juga diberi kewenangan membuat akta
peralihan hak atas tanah dengan sebutan sebagai penjabat sebagaimana diuraikan
dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 yaitu “Setiap perjanjian yang bermaksud
memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,
harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan penjabat yang
ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut :
penjabat). Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961

Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksud Dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961

UNIVERSITAS MEDAN AREA 9

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7/24/2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.



Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibanya, Penjabat yang dimaksud
adalah :

a. Notaris;

b. Pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan departemen agraria;

c. Para pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat;

d. Orang yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria.
Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Hak Atas tanah, Camat diberikan kewenangan khusus di
bidang pertanahan untuk membuat keputusan izin membuka tanah, namun dalam
pemberian ijin membuka tanah tersebut para Camat kurang memperhatikan segi-segi
kelestarian lingkungan hidup dan tata guna tanahnya dan tidak jarang dijumpai ijin
membuka tanah yang tumpang tindih dengan tanah kawasan hutan yang akhirnya
dapat menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya kelestarian tanah dan
sumber-sumber air, maka Menteri Dalam Negeri mencabut kembali kewenangan
Camat tersebut dengan suratnya No. 593/5707 tanggal 22 Mei 1984.

Surat Menteri Dalam Negeri tersebut juga ditindaklanjuti oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | Sumatera Utara dengan N0.593/15634 Tanggal 27 Juni
1984. Demikian halnya dengan PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah,
setelah berjasa memberikan landasan hukum bagi pendaftaran tanah di Indonesia
dalam kurun waktu 36 tahun, disamping kurang mengadopsi ke akurasian
pelaksanaan (mulai dari proses awal sampai pendokumentasian dan penyimpanan
data pendaftaran), juga tidak lagi dianggap memberikan kepastian hukum dan

kepastian hak sesuai tuntutan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman,3
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sehingga diterbitkannyalah PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 7 ayat (2) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun1997
tersebut menyebutkan bahwa : Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil
Menteri dapat menunjuk PPATS.
Sedangkan Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7
ayat (3) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah No. 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Melalui Pasal 5
ayat (3) PeraturanPemerintah No. 37 Tahun 1998 tersebut, Camat mempunyai
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas satuan Rumah Susun di daerah yang
belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara.
1.Dasar hukum pengaangkatan Camat sebagai PPAT Sementara dapat dilihat
dalam Pasal 5 ayat (3) PeraturanPemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan PPAT, yang menyebutkan bahwa :“Untuk melayani
masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup
terdapat PPAT, atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam
pembuatan akta PPAT tertentu. Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di
bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus, Camat atau Kepala
Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat
PPAT sebagai PPAT Sementara.4 Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa dalam
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hal tertentu Kepala Badan pendaftaran dapat menunjuk Camat dan/atau

Kepala Desa karena jabatannya sebagai PPAT Sementara.

12
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BAB IlII
METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu mencakup
penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,
penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian
perbandingan hukum.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sifat penelitian
deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat
suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan
penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

gejala dengan gejala lain dengan masyarakat

Dalam penelitian ini, penulis akan mendiskripsikan mengenai akibat hukum
dari penerbitan akta jual beli tanah yang bermasalah oleh Notaris PPAT ditinjau dari
PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yang
bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer ialah

data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat.
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2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang
berupa literature-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan,
dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Atas Penerbitan Akta Jual Beli Tanah
Bermasalah Oleh Notaris PPAT” ini dilakukan dengan mengambil lokasi dikantor
Notaris/PPAT Adi Pinem, S.Hdi JI. Kolonel Sugiono No. 18-B Aur Medan.

Pengambilan lokasi ini dengan mempertimbangkan bahwa di kantor
Notaris/PPAT Adi Pinem, S.Hdi JI. Kolonel Sugiono No. 18-B Aur Medan karena di
wilayah beliau banyak transaksi jual beli tanah.

Selain itu pemngambilan lokasi ini dengan mempertimbangkan waktu dan
jarak lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti, sehingga
akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang lengkap dan valid.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar
outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan

dilakukan sekitar akhir bulan februari 2018.
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JAN FEB NOV FEB MARET
2018 2018 2018 2019 2019

No Kegiatan

1. | Pengajuan Judul

2. | Bimbigan Proposal

3. | Seminar Proposal

4. | Penelitian

5. | Bimbingan Skripsi

6. | Seminar Hasil

7. | Ujian Meja Hijau

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan penelitian.
Alat pengumpul data menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas
penelitian, karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat
agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya
harus dapat mengukur secara cermat, harus dapat mengukur yang hendak diukur, dan
harus dapat memberikan kesesuaian hasil kepada pengulangan pengukuran. Maka
dalam rangka mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan teknik

pengumpulan data, sebagai berikut :
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1. Studi lapangan (Field Reaserch)

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang
diteliti dalam rangka memperoleh data primer, dalam penelitian ini menggunakan
teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (interview).

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni
pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh
jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.
Jenis interview ada 3, yakni :
1. Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga
mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
2. Interview terpimpin , yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan
membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
3. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview
terpimpin.
Jenis interview (wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview
bebas terpimpin, karena daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan
kebutuhan yang diinginkan.Wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu Notaris
PPAT Adi Pinem, S.H.
2. Studi Kepustakaan (Library Research)
Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan

penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat
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“trial and error”.Aktivitas ini mengarah separuh dari aktivitas penelitian itu sendiri,
six hours ini library save six mounths in field or laboratory.*
C. Analisis Data

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga
dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang diajukan dalam pengajuan penulisan
hukum ini. Teknik analis data yang digunakan adalah analis data kualitatif, yaitu
suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata,
yang diteliti dan yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Analisis analistis data tersebut tidak hanya terbatas pada pengumpulan data
yang diperoleh, tetapi juga menganalisa juga menginterprestasikan data atau
pemikiran logis kemudian membuat kesimpulan yang didasarkan pada penelitian data
metode kualitatif sebagai penjabaran data terhadap data-data berdasar diteratur dan

keterangan di lapangan.

'Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,
Him.112.
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BAB IV

HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Akta Notaris sebagai Akta Autentik
Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/ pegawai umum
yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya. (pasal 1867 dan 1868
KUHPerd).16 Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk
pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua akta
tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun
kekuatan pembuktiannya.®
Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang di dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan
pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta autentik apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:?
1. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum, yang
diunjuk oleh undang-undang
2. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus

menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang

'Herlen Budiono, 2007,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di BidangKenotariatan,Bandung,
Citra Aditya Bakti, hal 56
?Ibid
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3. Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.
Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk
dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu
dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi
tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak
atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.?

Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang dihadiri
dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas maka laporan itu
merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris.Seorang juru sita Pengadilan
Negeri yang memanggil seorang tergugat atau seorang saksi, maka Berita Acara
Pemanggilan itu termasuk akta autentik yang dibuat oleh juru sita.Akta ini
sebenarnya laporan yang dibuat oleh pegawai umum tentang perbuatan resmi yang
dilakukan. Apabila dua orang datang kepada Notaris atau PPAT menerangkan bahwa
mereka telah mengadakan suatu perjanjian misalnya perjanjian jual beli, sewa
menyewa gedung dan meminta Notaris untuk membuatkan akta itu adalah aktayang
dibuat dihadapan Notaris atau PPAT.Notaris di sini hanya mendengarkan dari para
pihak yang menghadap dan menerangkan dalam suatu akta. Pegawai yang berkuasa
atau pegawai umum yang dimaksud pada Pasal 1868 KUH Perdata yaitu seorang
Notaris, seorang hakim, seorang juru sita pada Pengadilan, seorang pegawai catatan
sipil dan dalam perkembangannya seorang Camat karena jabatannya diunjuk sebagai

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian suatu akta Notaris, surat keputusan

$Adrian Sutedi.2008.Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Sinar Grafika, hal 76
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hakim, berita acara yang dibuat oleh juru sita pengadilan, surat perkawinan yang
dibuat oleh pegawai Catatan Sipil/KUA dan akta jual beli tanah yang dibuat PPAT
adalah akta-akta autentik. Akta-akta lainnya yang bukan akta autentik dinamakan
akta di bawah tangan. *

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta di bawah tangan
adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan
Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata
dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua perjanjian
yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta di bawah tangan.Jadi akta di bawah
tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang
membuat dan tempat membuatnya di mana saja diperbolehkan. Yang terpenting bagi
akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai
ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan: barangsiapa yang
terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan, diwajibkan secara tegas
mengakui atau memungkiri tandatangannya. Kalau tandatangan sudah diakui, maka
akta di bawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna seperti akta autentik bagi para
pihak yang membuatnya.”

Sebaliknya jika tanda tangan itu dipungkiri oleh pihak yang telah
membubuhkan tanda tangan, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu
harus berusaha mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan

tadi dibubuhkan oleh pihak yang memungkiri. Selama tanda tangan terhadap akta di

*Ibid
*Herlen Budiono, Op.cit hal 45
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bawah tangan masih dipersengketakan kebenarannya, maka tidak mempunyai banyak
manfaat yang diperoleh bagi pihak yang mengajukan akta di bawah tangan.

Kalau dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan namun
dalam suatu akta di bawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan merupakan
acara pertama untuk menentukan kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti
sempurna seperti akta autentik. Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah
tangan adalah sebagai berikut:®
1. Akta Autentik

a. Bentuk akta ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah yang
dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya

b. Dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil,

Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya

c. Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu
dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan
tanda tangan pihak-pihak tersebut

d. Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik membuktikan
kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut.

Jadidapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak,

tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam

akta

®Ibid, hal 55
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e. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik

f.

isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak,
para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut.
Dengan diajukannya akta autentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan
meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang
menyanggah isi akta tersebut

Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian
pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang

harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.

2. Akta di bawah tangan

a. Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di

bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya

Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di
bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap
orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta
autentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang
menandatangani

Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya
itu diakui oleh yang menandatangani akta itu

Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti
akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka

pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti
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tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah
tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani
oleh pihak yang membantah.
Dengan kata lain, jika akta di bawah tangan disangkal kebenarannya maka yang
mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti
untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti misalnya saksi-saksi
yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di bawah tangan dan tanda tangan
tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.
2. Tanggung Jawab Notaris sebagai PPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peran yangsangat penting
dalam pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah.Berdasarkan
hasil penelitian yang penulis lakukan,dengan mewawancarai beberapa Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) , bahwa tanpa adanya keberadaanPejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) sangat sulit untuk dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan data
pendaftaran tanah. Hal ini terkait dengan fungsi akta yang di buat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah sebagai bukti bahwa benar dan telah dilakukan suatu perbuatan
hukum tertentu, juga sebagai sumber data yang diperlukan dalam rangka memelihara
data yang disimpan di Kantor Pertanahan.

Akta tersebut wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar
yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang
bersangkutan. Oleh karena itu Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggungjawab untuk
mensahkan akta yang dibuatnya tersebut denganmemperhatikan betul syarat-syarat
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untuk sahnya suatu perbuatan hukum yang bersangkutan, antara lain dengan terlebih
dahulu mencocokkan datayang terdapat dalam sertipikat dengan buku tanah yang ada
di KantorPertanahan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah juga berfungsi memberi peningkatan
penerimaan negara disektor pajak, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah
berperan cukup besar karena ditugaskan untuk memeriksa telah dibayarnya Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan akibat
pemindahan hak atas tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebelum membuat akta.Melihat peran yang cukup besar dari Pejabat
Pembuat Akta Tanah di sektor perpajakan ini, pada kenyataannya terdapat oknum
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh
keuntungan pribadi, salah satunya dengan cara “bermain” dengan kliennya dalam
menentukan jumlah perhitungan pajak terhutang dengan cara menurunkan harga jual
objek pajak yang sebenarnya, yang dicantumkan dalam akta yang dibuatnya

Untuk menghindari sengketa atau permasalahan dikemudian hari,seorang
Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut untuk berhati-hati dalam menjalankan fungsi
jabatannya, karena pada saat sekarang dimana tingkat kebutuhan masyarakat terhadap
jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanahsemakin meningkat, menyebabkan banyak
masyarakat yang memanfaatkan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk berbagai
kepentingan, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang memanipulasi jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk kepentingan yang melanggar hukum. Untuk itu
sangat dibutuhkan ketelitian dan pemahaman ilmu yang luas bagi seorang Pejabat
Pembuat Akta Tanah, karena seorang Pejabat
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Pembuat Akta Tanah yang lalai dan melanggar ketentuan-ketentuan yangtelah diatur
dapat dikenakan sanksi maupun tuntutan yang berakibat terhadap jabatan dan nama
baiknya.
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah
dalam membuat akta antara lain:’

a) Subjek hak atas tanah.
Berupa orang perseorangan atau badan hukum yang dapatmemperoleh suatu hak atas
tanah, sehingga namanya dapat dicantumkan dalam buku tanah selaku pemegang
sertipikat hak atas tanah.
1. Orang perseorangan selaku subyek hak atas tanah, yaitu setiap orang yang
identitasnya selaku Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, berdomisili
didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia dan tidak kehilangan hak
memperoleh sesuatu hak atas tanah. Tetapi tidak setiap orang dapat bertindak sebagai
subjek dalam hukum pertanahan karena hal ini akan dibatasi dengan kecakapan
bertindak dalam hukum. Dalam pembuktian hukum tentang orang, di Indonesia
ditentukan berdasarkan penggolongan penundukan hukum pribadi masingmasing,
sebagai berikut :
a. Bukti Kelahiran

1) Golongan yang tunduk kepada hukum adat dapat dibuktikan dengan akta

kelahiran dari kantor catatan sipil atau sesuai ketentuan pasal 55 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974

’'S. Chandra, 2005, Sertifikat Kepemilikan Hak tanah, Grasindo Jakarta, him 7
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2) Golongan yang tunduk pada hukum barat/Eropa dibuktikan dengan akta
kelahiran dari kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dengan Pasal 29
CSl jo Pasal 35 CSKI jo Pasal 37 CSE jo Pasal 50 CST.

b. Bukti Perkawinan

1) Golongan yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan akta perkawinan
dari kantor urusan agama atau kantor catatan sipil, sebagaimana ketentuan
Pasal 2, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

2) Golongan yang tunduk pada hukum barat/Eropa dibuktikan dengan akta
perkawinan dari kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud Pasal 100 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Bukti Perceraian

1) Golongan yang tunduk kepada hukum adat dibuktikan dengan akta perceraian
dari kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebagai mana yang
dimaksud dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2) Golongan yang tunduk pada hukum barat/Eropa dibuktikan dengan akta
perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

d. Bukti Kematian

1) Golongan yang tunduk pada hukum adat dapat dibuktikan dengan keterangan

kematian dari lurah atau kepala desa sebagaimana diatur dalam ketentuan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan.
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2) Golongan yang tunduk kepada hukum barat/Eropa dibuktikan dengan akta
kematian dari kantor catatan sipil ditentukan Pasal 73 CST jo Pasal 1868
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

2. Badan Hukum selaku subjek hak atas tanah antara lain:

a. Badan Hukum Publik, Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan
keputusan pejabat pemerintah Indonesia, pejabat negara asing atau pejabat
badan internasional yang tujuannya yaitu untuk kepentingan umum, misalnya
lembagapemerintahan Indonesia, Kedutaan atau konsulat negara asing, badan
persatuan bangsa-bangsa dan perwakilan internasional lainnya, sesuai azaz
timbal balik dan perlakuan hukum yang sama.

b. Badan Hukum Privat, merupakan badan hukum yang didirikan oleh dua orang
atau lebih dengan tujuan tertentu untuk kepentingan peseronya, misalnya
perseroan terbatas, yayasan, koperasi.

c. Badan Hukum Lainnya, selain badan hukum publik dan badan hukum privat,
juga ada perkumpulan orang atau badan hukum yang didirikan oleh dua orang
atau lebih dengan tujuan untuk kepentingan umum yang ditetapkan
pemerintah Indonesia, misalnya badan keagamaan atas rekomendasi Menteri
Agama atau badan sosial atas rekomendasi Menteri Sosial.

b) Objek hak atas tanah
Objek hak atas tanah merupakan bidang-bidang tanah diseluruh wilayah

Republik Indonesia yang dapat dipunyai dengan sesuatu pemilikan hak atas tanah
oleh orang atau badan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlakuObjek pemilikan hak atas tanah yang dimaksud sama dengan
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objekpendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :
1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai;
2. Tanah Hak Pengelolaan;
3. Tanah Wakaf;
4. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
5. Hak Tanggungan;
6. Tanah Negara;
c) Alas hak atas tanah
Alas pemilikan hak atas tanah yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
kepemilikan hak atas tanah di Kantor Pertanahan merupakan alat bukti yang dapat
digunaan sebagai alat pembuktian data yuridis atas kepemilikan atau penguasaan
suatu bidang tanah, baik secara tertulis ataupun berdasarkan keterangan saksi.
1. Pembuktian Hak Baru Atas Tanah,
Pembuktian hak baru menunjukan alat bukti yang dibuat sesudahberlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Oktober 1997 sesuai Pasal 23
yaitu sebagai berikut :
a. Penetapan pemberian hak dari pejabat berwenang bersangkutan
menurutketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari

tanah negara atau tanah hak pengelolaan.
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b. Akta PPAT menurut pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada
penerima hak yang bersangkutan mengenai hak guna bangunan dan hak pakai
atas tanah hak milik.

c. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan
dari pejabat berwenang.

d. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.

e. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan.

f. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak
tanggungan.

2. Pembuktian Hak Lama AtasTanah
Pembuktian hak lama menunjukkan alat bukti yang sudah adasebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu sebelum tanggal 8 Oktober 1997.
(sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2)).

d) Kecakapan bertindak dalam hukum

Merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum
(perjanjian) sehingga perikatan yang dibuatnya menjadi sah menurut hukum.
Konsekwensi dalam bidang pendaftaran tanah bahwa setiap perbuatan hukum
kepemilikan hak atas tanah yang diperbuat oleh pihak yang tidak cakap bertindak
dalam hukum seperti anak yang belum dewasa, atau belum pernah kawin atau orang
yang berada dibawah pengampuan dapat dibatalkan demi hukum.
1. Ketentuan Umur Dewasa

Ketentuan umur dewasa menurut hukum sangat beragam, seperti dalam Pasal

6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa orang
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dinyatakan cakap bertindak setelah mencapai umur 21 tahun, namun dalam Pasal 7
dinyatakan bahwapria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun dapat
melakukan perbuatan hukum perikatan/perjanjian perkawinan atas persetujuan orang
tua atau walinya. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 Angka 26 Undang Undang
Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan ditetapkan bahwa orang dinyatakan
dewasa setelah mencapai umur 18 tahun. Konflik hukum seperti diatas, menurut Dr.
Alvi Syahrin, SH, MS,dapat diselesaikan dengan cara berfikir hukum sehingga
konstelasi hukum menjadi satu sistem yang singkronisasi dan konsistensi. Jadi
“perbuatan hukum anak yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat
persetujuan dari orangtua atau walinya”.

2. Pengurusan Harta Kekayaan Anak dibawah Umur

Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa yang dimaksud anakdibawah umur
adalah yang belum berumur 21 tahun, maka kepengurusan terhadap harta kekayaan
anak bawah umur tersebut dapat dilakukan melalui perwakilan orangtua atau
perwakilan anak dibawah umur, baik menurut undang- undang ataupun
berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam hal dilakukannya tindakan hukum atas harta kekayaan anak dibawah
umur, dapat dilangsungkan melalui lembaga perwakilan menurut undang-undang
berdasarkan kekuasaan orangtua (onderlijke macht) atau perwalian yang ditetapkan
pengadilan kepada salah seorang dari kedua orang tua (voogdij) atau perwakilan
menurut undang-undang oleh pihak lain (wettelijkevoogdij) (lihat pasal 45 — 54
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) Akan tetapi, kekuasaan perwakilan atau
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perwalian tidak boleh digunakan untuk memindahtangankan, mengalihkan atau
membebankan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali dalam hal kepentingan si
anak menghendaki (lihat Pasal 48 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal
307, Pasal 309, Pasal 1315,Pasal 1317 dan Pasal 1340 (Kitab Undang Undang
HukumPerdata)

3. Pengurusan Orang Di Bawah Pengampuan (Curatele)

Kecakapanseseorang yang dikaitkan dengan kemampuan bertindak dalam
hukum pertanahan berdasarkan pada ketentuan Pasal 452 Kitab Undang Undang
Hukum Perdata, yaitu orang ynag ditempatkandibawah pengampuan berkedudukan
sama dengan anak yang belum dewasa. Hal ini disebabkan karena ketidak mampuan
mental atau sifat boros atau karena pailitnya subjek hukum.Konsekuensinya bahwa
setiap perbuatan hukum hak atas tanah yang diperbuat oleh orang yang mempunyai
kedudukan dibawah pengampuan dapat dibatalkan demi hukum (Pasal 446 Kitab
Undang Undang Hukum Perdata).Kedudukan orang yang dibawah pengampuan,
didalam maupun diluar pengadilan berlaku sama dengan kedudukan anak di bawah
umur, sehingga semua ketentuan mengenai pengurusan perwakilan orangtua dan
perwalian anak dibawah umur berlaku sama denganpengurusan pengampu kecuali
dalam perbuatan hukum terntentu,misalnya membuat surat wasiat.

e) Pemberian persetujuan dalam perbuatan hukum

Pemberian persetujuan dalam hukum diperlukan karena adanya lembaga harta
kekayaan bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, sehingga perlu mendapat
persetujuan kawan hidupnya (suami/isteri) atau harta persekutuan yang belum terbagi
sehingga perlu mendapat persetujuan dari orang yang menundukkan dirinya selaku
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ahli waris, terhadap harta kekayaan badan hukum privat diperlukan persetujuan sesuai
anggaran dasarnya atau badan hukum publik diperlukan keputusan dari pejabat
berwenang.

1. Persetujuan Bagi Orang Perseorangan
Percampuran harta, harta bersama atau harta gono gini merupakan harta kekayaan
antara suami dan isteri, terdiri dari aktiva dan passiva yang sudah ada ataupun akan
ada dikemudian hari, dimulai sejak terjadinya perkawinan dan berakhir pada saat
bubarnya suatu perkawinan.Penyimpangan ketentuan tersebut, hanya dapat dilakukan
sebelumdilaksanakan perkawinan, dibuktikan dalam akta perjanjian
perkawinan yang diperbuat dihadapan Notaris. Persekutuan harta atau disebut juga
harta peninggalan merupakan bagian dari milik yang bersifat turun temurun dengan
kata lain bahwa setiap benda harus ada pemiliknya, karena itu ketika
seseorang meninggal dunia maka segala hak miliknya saat itu juga beralih kepada
ahli warisnya.

2. Persetujuan Bagi Badan Hukum Publik
Badan hukum publik selaku lembaga pemerintahan negara dalam melakukan
perbuatan hukum telah mendapat persetujuan berdasarkan ketetapan pejabat
pemerintah yang berwenang sesuai
tugas pokok dan fungsinya.

3. Persetujuan Bagi Badan Hukum Privat
Badan hukum privat sebagai pemilik perkumpulan pesero untuk melakukan perbuatan

hukum harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau sesuai dengan
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anggaran dasar perusahaannya, dengan pengertian bahwa setiap perbuatan
hukumpengurus menjadi terbatas dan jika melampaui kewenangan
kompetensinya maka pengurus akan bertanggung jawab secara pribadi.

f) Pajak BPHTB dan pph.

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara tanpa
kontra prestasi langsung agar dapat digunakan oleh negara untuk membiayai
pengeluaran umum sehubungan tugas penyelenggaraan pemerintah menurut
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenankan kepada orang atau badan hukum atas
dasar perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Penghasilan (PPh) final dikenakan kepada orang atau badanhukum atas
dasar penghasilan peralihan hak atas tanah dan bangunan.Dalam hal PPh dan BPHTB
tersebut terhutang, maka harus dibayar terlebih dahulu sebelum menghadap Pejabat
Pembuat Akta Tanah
untuk dibuat aktanya. Pembayaran dilakukan di Bank yang ditunjuk atau di kantor
pos. untuk mengetahui junlah BPHTB dapat mengecekpasda NJOP yang tercantum
pada SPPT-PBB objek pada tahun yangsama dengan pembuatan akta.

g) Informasi sertifikat.

Informasi tentang keadaan sertifikat hak atas tanah di kantorpertanahan
diperlukan untuk mengetahui kesesuaian data sertifikat hak atas tanah yang
bersangkutan sama dengan data buku tanah di kantor pertanahan. Selain itu juga
diperlukan untuk mengetahui beban hak tanggungan yang melekat atas hak atas tanah
bersangkutan dan lebih penting lagi untuk mengetahui keadaan hak atas tanah yang
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bersangkutan tidak sedang dalam objek sengketa. Karena kepala kantor pertanahan
wajib menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak atas tanah
terdaftar di kantor pertanahan apabila hak atas tanah bersangkutan menjadi objek
sengketa. (Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997) Pejabat pembuat akta tanah
sebelum melangsungkan aktanya wajib memohon informasi kepada Kepala Kantor
Pertanahan tentangkesesuaian data dengan melampirkan sertipikat hak atas tanah asli
hal ini dimaksudkan supaya akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak cacat hukum atau
dapat dibatalkan demi hukum.

Sertifikat Hak atas tanah yang sudah diperiksa dan dinyatakan bersihmaka di
halaman akhir catatan perobahan sertifikat dan buku tanah bersangkutan distempel
cap yang bertuliskan “TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI
KANTOR PERTANAHAN?”, diatasnya dibubuhi paraf pegawai kantor pertanahan
bersangkutan.Pengecekan sertipikat hak atas tanah yang datanya tidak sesuai dengan
data dikantor pertanahan maka sertipikat tersebut dikembalikan kepada pejabat
pembuat akta yanah yang bersangkutan dengan “SURAT KETERANGAN
PENDAFTARAN TANAH"Jika dalam pengecekan ternyata sertipikat tersebut tidak
dibuat oleh kantor pertanahan maka disetiap halaman isi dan sampul sertifikat
tersebut ditempelkan cap yang bertuliskan SERTIPIKAT INI TIDAK
DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN...............”7, dan diparaf oleh
pegawai kantor pertanahan bersangkutan. Jadi, tugas Pembuat Akta Tanah (PPAT)
berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu :

1. Sebelum melakukan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan

hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Pembuat Akta
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Tanah (PPAT) wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat mengenai kesesuaian sertipikat hak atas

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan

daftar-daftar yangada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan
memperlihatkan sertipikat asli.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya dapat menandatangani akta
pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun saat
wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, berupa Surat Setoran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menjelaskan kepada calon
penerima hak dalam pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun mengenai Surat Pernyataan yamg menyatakan bahwa:

a. yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maxsimum penguasaan
tanah menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

b. yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan sebagaimana
dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar, maka tanah kelebihan atau
absentee tersebut menjadi objek landform;

d. yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya apabila
pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tidak benar.
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4. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib membacakan akta kepada para
pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud
pembuatan akta, prosedur pendaftaran yang dilaksanakan selanjutnya sesuai
ketentuan-ketentuan yang berlaku.

5. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menyampaikan akta dan semua
dokumen —dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran
pemindahan dan pembebanan Hak Tanggungan atas hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja
sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.

Selain tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya, seorang Pejabat
Pembuat Akta Tanah juga mempunyai kewajiban untuk :

1. Menjilid akta asli yang disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebulan
sekali dan setiap jilid berisi 50 lembar akta dengan jilid terakhir dalam setiap
bulan memuat lembar-lembar akta sisanya.

2. pada sampul buku akta hasil penjilidan akta-akta sebagaimana dimaksud
diatas, dicantumkan daftar akta didalamnya yang memuat nomor akta, tanggal
pembuatan akta dan jenis akta.

3. Membuat satu buku daftar akta yang dibuatnya.

4. mengisi buku daftar akta yang dimaksud seperti diatas, setiap hari kerja PPAT
dan ditutup setiap hari kerja dengan garis tinta yang diparaf oleh PPAT yang

bersangkutan.
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5. Wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, kepada
kepala kantor pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal
10 bulan berikutnya.

6. wajib menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT didaerah kerjanya apabila
berhenti karena meninggal dunia, telah mencapai umur 65 tahun dan diangkat
sumpah jabatan untuk melaksanakan tugas notaris di wilayah Kota/Kabupaten
yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT.

Dalam menjalankan jabatannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Medan, banyak
melayani masyarakat dalam membuat akta atas perbuatan hukum berupa peralihan
dan pembebanan hak karena :
a. Jual Beli

Merupakan peralihan (balik nama) dari pemegang sertipikat hak selaku penjual
kepada pembeli. Permohonan pendaftaran balik nama ke atasnama pembeli,
didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yangmembuat akta jual belinya kepada
kepala kantor pertanahan Kota Medan melalui prosedur perolehan sertipikat hak atas
tanah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan;

2. Surat pengantar pendaftaran akta jual beli dari PPAT,;

3. Akta Jual Beli;

4. Asli sertipikat hak atas tanah;

5. fotokopi KTP atau Identitas penjual dan pembeli;
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8.

9.

fotocopi KTP atau identitas diri penerima kuasa yang disertaisurat kuasa jika
permohonannya dikuasakan;

Fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan;

Bukti pelunasan BPHTB terhutang;

Bukti Pelunasan PPh terhutang;

b. HIBAH

Pemindahan hak karena hibah merupakan balik nama dari pemegang sertipikat hak

selaku pemberi hibah kepada penerima hibah dengan didaftarkan oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah yang membuat aktaHibahnya kepada kepala kantor pertanahan

Kota Medan melalui prosedur perolehan sertipikat hak atas tanah dengan memenubhi

persyaratan sebagai berikut :

1.

2.

8.

9.

Surat Permohonan;

Surat pengantar pendaftaran akta hibah dari PPAT,;

Akta Hibah;

Asli sertipikat hak atas tanah;

fotokopi KTP atau ldentitas pemberi hibah dan penerima hibah;

fotocopi KTP atau identitas diri penerima kuasa yang disertai surat kuasa jika
permohonannya dikuasakan;

Fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan;

Bukti pelunasan BPHTB terhutang;

Bukti Pelunasan PPh terhutang;

c. Pemindahan Hak Karena Pembagian Hak Bersama
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Pemindahan Hak Karena Pembagian Hak Bersama merupakan balik nama diantara
pemegang sertipikat hak bersama kepada satu orang atau lebih, dengan didaftarkan
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta pembagian hak bersama,
kepada kepala kantorpertanahan Kota Jambi melalui prosedur perolehan sertipikat
hak atastanah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan;

2. Surat pengantar pendaftaran akta pembagian hak bersama dari PPAT;

3. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB);

4. Asli sertipikat hak atas tanah;

5. fotokopi KTP atau Identitas diri para pihak;

6. fotocopi KTP atau identitas diri penerima kuasa yang disertai surat kuasa jika

permohonannya dikuasakan;

7. Fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan;

8. Bukti pelunasan BPHTB terhutang;

9. Bukti Pelunasan PPh terhutang;

d. Pembebanan Hak Atas Tanah (Hak Tanggungan)

Pembebanan Hak Atas Tanah (Hak Tanggungan) merupakan hak jaminan
pembayaran utang tertentu yang dibebankan atas hak atastanah dari debitor kepada
kreditor, yang dimohon oleh kreditor kepada kepala kantor pertanahan Kota Medan
melalui  prosedur perolehansertipikat Hak Tanggungan dengan memenuhi
persyaratanpermohonan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan;

2. Surat Permohonan dari debitor;

UNIVERSITAS MEDAN AREA 22

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

7/24/2019



3. Surat pengantar pendaftaran akta pembebanan Hak Tanggungan dari PPAT;
4. Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) jika
pembebanannya dikuasakan;
5. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) asli kedua;
6. Salinan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang diparaf oleh
PPAT; Asli sertipikat hak atas tanah;
7. fotokopi KTP atau Identitas diri para pihak;
8. fotocopi KTP atau identitas diri penerima kuasa yang disertai surat kuasa jika
permohonannya dikuasakan;
Selain untuk pembuatan akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah, masyarakat
juga banyak meminta jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk pengalihan hak karena
a). Pengalihan Hak Berdasarkan Warisan
Pengalihan hak berdasarkan warisan merupakan balik nama dari pemegang
sertipikat hak yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, yang oleh ahli waris
dengan menggunakan surat keterangan ahli waris dimohon balik namanya kepada
kepala kantor pertanahan Kota Jambi melalui prosedur perolehan sertipikat atas tanah
dengan memenuhi persyaratan permohonan sebagai berikut :
1. Surat Permohonan;
2. Asli sertipikat hak atas tanah;
3. Surat Keterangan kematian dari yang berwenang;
4. Surat Keterangan ahli waris dari yang berwenang;

5. Fotocopi KTP atau identitas diri para ahli waris;
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6. fotocopi KTP atau identitas diri penerima kuasa yang disertai surat kuasa jika
permohonannya dikuasakan;
7. Fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan;
8. Bukti pelunasan BPHTB terhutang;
Persyaratan permohonan tersebut disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Subjek hak balik nama sebab waris adalah segenap ahli waris abintestato.
2. Objek hak balik nama waris adalah semua jenis hak atas tanah yang dapat
dipunyai oleh ahli waris.
3. Kewenangan membuat surat kematian
a. Keturunan Tionghoa dari kantor catatan sipil, dan
b. Bukan keturunan Tionghoa dari lurah/Kepala desa, rumah sakit.
4. Kewenangan membuat surat keterangan ahli waris, yaitu para ahli waris
untuk :
a. Keturunan Tionghoa di buat dihadapan Notaris;
b. Keturunan Timur Asing lainnya dibuat dihadapan pejabat balai harta
peninggalan atau pengadilan negeri atau pengadilan agama;
c. Warga Negara Indonesia asli dibuat oleh para ahli warisnya disaksikan
oleh Lurah/Kepala desa dikuatkan oleh camat.
5. Setiap fotocopi yang dipersyaratkan sudah dilegalisir oleh pejabat
berwenang.
b). Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)
Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) merupakan penghapusan hakjaminan
karena pelunasan utang tertentu yang dibebankan atas tanah dari debitor kepada
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kreditor, dengan menggunakan surat roya dari kreditor kepada kepala kantor
pertanahan Kota Medan yang dimohon oleh debitor melalui prosedur perolehan
penghapusan Hak Tanggungan dengan pemenuhan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan;

2. Surat Roya Hak Tanggungan dari Kreditor;

3. Sertipikat Hak Atas Tanah;

4. Sertipikat Hak Tanggungan;

5. Fotokopi KTP atau identitas diri pemohon;

6. fotocopi KTP atau identitas diri penerima kuasa yang disertai surat kuasa jika
permohonannya dikuasakan. Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah disamping
berwenang membuat akta atas perbuatan-perbuatan hukum seperti tersebut
diatas,

7. juga berwenang menolak membuat akta dalam hal-hal tertentu yang
ditentukan oleh Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, jika:

1) Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang
bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-
daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, atau;

2) Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak
disampaikan :

a. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Atau Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut
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sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997; dan

b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan
belum bersertipikat dari Kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat, atau
untuk tanah yang terletak didaerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan

Kabupaten/Kota, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh

Kepala Desa/Kelurahan;

3) Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak berhak atau tidak
memenuhi syarat untuk berbuat demikian; atau

4) Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak
yang pada hakekatnya berisikan suatu perbuatan hukum pemindahan hak; atau

5) Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin pejabat
atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

6) Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai
data fisik atau data yuridis; atau

7) Tidak dipenuhi syarat lain atau melanggar larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua perbuatan hukum
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

dibutuhkan akta PPAT sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum
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tersebut. Perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun yang tidak dibuatdengan akta PPAT, adalah :

a. Pemberian hak atas tanah Negara dengan Surat Keputusan Pemberian Hak
oleh pejabat dari Badan Pertanahan Nasional.

b. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan
dengan perjanjian penggunaan tanah antara pemegang Hak Pengelolaan dan
pemegang Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

c. Perubahan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal atau hunian menjadi
Hak Milik dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat.

d. Pemindahan hak karena lelang dengan Risalah Lelang/Berita Acara Lelang
oleh pejabat dari Kantor Lelang.

e. Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai atas tanah dengan Surat Keputusan oleh pejabat dari Badan Pertanahan
Nasional.

f. Pembaharuan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas
tanah dengan Surat Keputusan oleh pejabat dari Badan Pertanahan Nasional.

g. Pencabutan hak atas tanah dengan Surat Keputusan Presiden.

h. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dengan akta Notaris atau Surat
Pernyataan Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah oleh pemegang

haknya.
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i. Pembatalan hak atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

J.  Wakaf tanah Hak Milik dengan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW). Gadai Tanah (Hak Gadai), Hak Usaha Bagi Hasil
(Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian
dibuat oleh para pihak.

3. Peralihan Hak Melalui Jual beli
a) SebelumBerlakunya UUPA
Sebelum berlakunya UUPA, terdapat dualisme dan pluralisme maksudnya,
berlaku hukum tanah barat, hukum tanah adat, hukum tanah antar golongan yakni
hukum tanah yang memberikan pengaturan atau pedoman dalam menyelesaikan
masalah-masalah hukum antar golongan yang mengenai tanah. Hukum
tanahadministratif yakni hukum tanah yang beraspek yuridis administratif. Hukum
tanah swapraja yakni hukum tanah di daerah-daerah.Swapraja masih mempunyai
sifat-sifat keistimewaan berhubung dengan struktur pemerintahan dan masyarakat
yang sedikit atau banyak adalah lanjutan sistem feodal dalam hukum tanah
Indonesia.®
Pada saat itu telah dilangsungkan pendaftaran tanah yang berdasarkan
Ordonansi Balik Nama (OverschrijvingsOrdonnantie) yang termuat dalam Stb. 1834

Nomor 27 .Peralihan hak berdasarkan Ordonansi Balik Nama

¥ Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta, Djambatan, him. 12.
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(OverschrijvingsOrdonnantie) ini dilakukan untuk tanah-tanah dengan hak barat dan
tunduk kepada ketentuan-ketentuan KUHPerd dan pendaftarannya dilakukan
berdasarkan Ordonansi Balik Nama (OverschrijvingsOrdonnantie).Menurut Pasal
1457 KHUPerd apa yang disebut ”jual beli tanah” adalah suatu perjanjian dalam
mana pihak yang mempunyai tanah, yang disebut ”penjual”, berjanji dan
mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada
pihaklain, yang disebut pembeli. Sedang pihak pembeli berjanji danmengikatkan diri
untuk membayar harga yang telah disetujui. Yangdijualbelikan menurut ketentuan
Hukum Barat ini adalah apa yang disebut “tanah-tanah hak barat”, yaitu tanah-tanah
Hak Eigendom,Erfpacht, Opstal dan lain-lain. Biasanya jual belinya dilakukan di
hadapan notaris, yang membuat aktanya.

Sebelum berlakunya Ordonansi Balik Nama (Overschrijvings Ordonnantie),
peralihan hak dari penjual kepada pembeli terjadisebelum peralihan hak itu didaftar
pada dua orang saksi dari DewanSchepen.Pendaftaran hanya merupakan syarat bagi
berlakunyasesuatu peralihan hak yang telah terjadi terhadap pihak ketiga.®

Dengan adanya ketentuan Pasal 20 Ordonansi Balik Nama (Overschrijvings
Ordonnantie), maka jual beli tidak lagi merupakan salah satu sebab dari peralihan
hak, jual beli hanya merupakan salah satu dasar hukum (titel, causa) dari penyerahan,
sedang peralihan hak baru terjadi setelah pendaftaran dilaksanakan. Hak atas tanah
yang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika penjual sudah menyerahkan secara
yuridis kepadanya, dalam rangka memenuhi kewajiban hukumnya (Pasal 1459

KUHPerd).Untuk itu wajib dilakukan perbuatan hukum lain, yang disebut

®Ibid, hlm. 28.
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”penyerahan yuridis” (juridische levering), yang diatur dalam Pasal 616 dan 620
KUHPerd. Menurut Pasal-Pasal tersebut, penyerahan yuridis itu juga dilakukan di
hadapan notaris, yang membuat aktanya,

yang disebut dalam bahasa Belanda “transport acte” (akta transport). Akta transport
ini wajib didaftarkan pada Pejabat yang disebut “penyimpan hypotheek”.*

Dengan selesainya dilakukan pendaftaranitu hak atas tanah yang bersangkutan
berpindah kepada pembeli.Untuk tanah-tanah dengan hak adat, peralihan
haknyadilakukan berdasarkan hukum adat.Menurut hukum adat, jual beli tanah
adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan
tunai.Terang berarti perbuatan pemindahan hak itu harus dilakukan di hadapan kepala
adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya
perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh
umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak danpembayaran
harganya dilakukan secara serentak.Oleh karena itu ,maka tunai mungkin berarti
harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (dianggap tunai).

Dalam hal pembeli tidakmembayar sisanya, maka penjual tidak dapat
menuntut atas dasarterjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum
hutangpiutang. Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan kata sepakatantara
calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek jual belinya yaitu tanah hak
milik yang akan dijual dan harganya.

Hal ini dilakukan melalui musyawarah di antara mereka sendiri. Setelah

mereka sepakat akan harga dari tanah itu, biasanya sebagai tanda jadi, diikuti dengan

Oppid.
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pemberian panjer. Pemberian panjer tidak diartikan sebagai harus dilaksanakannya
jual beli itu. Dengan demikian panjer di sini fungsinya adalah hanya sebagai tanda
jadi akan dilaksanakannya jual beli. Dengan adanya panjer, para pihak akan merasa
mempunyai ikatan moral untuk melaksanakan jual belitersebut. Apabila telah ada
panjer, maka akan timbul hak ingkar. Bila yang ingkar si pemberi panjer, panjer
menjadi milik penerima panjer.Sebaliknya, bila keingkaran tersebut ada pada pihak
penerima panjer, panjer harus dikembalikan kepada pemberi panjer.Jika para pihak
tidak menggunakan hak ingkar tersebut, dapatlah diselenggarakan pelaksanaan jual
beli tanahnya, dengan calon penjual dan calon pembeli menghadap Kepala Desa
(Adat) untuk menyatakan maksudmereka itu.Inilah yang dimaksud dengan terang.

Kemudian oleh penjual dibuat suatu akta bermeterai yang menyatakan bahwa
benaria telah menyerahkan tanah miliknya untuk selama-lamanya kepada pembeli
dan bahwa benar ia telah menerima harga secara penuh. Akta tersebut turut
ditandatangani oleh pembeli dan Kepala Desa (Adat).Dengan telah ditandatanganinya
akta tersebut, makaperbuatan jual beli itu selesai.Pembeli kini menjadi pemegang hak
atas tanahnya yang baru dan sebagai tanda buktinya adalah suratjual beli tersebut.**

b) Setelah berlakunya UUPA

Setelah berlakunya UUPA, terjadilah unifikasi hukum tanah Indonesia
sehingga hukum yang berlaku untuk tanah adalah hukum tanah nasional dan sudah
tidak dikenal lagi tanah yang tunduk kepada KUHPerd atau tanah hak barat dan tanah

yang tunduk kepada hukum adat atau tanah hak adat.*?

1 Adrian Sutedi,2008, Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Sinar Grafika, him. 78.
12§
Ibid.
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Berlakunya UUPA dapat menghilangkan sifat dualistis yang dulunya terdapat
dalam lapangan agraria karena Hukum Agraria yang baru itu didasarkan pada
ketentuan-ketentuan Hukum Adat dan Hukum Adat adalah hukum yang sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia serta juga merupakan hukum rakyat Indonesia
yang asli®>.

Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang
menyangkut jual beli hak milik atas tanah.Dalam Pasal- Pasal lainnya, tidak ada kata
yang menyebutkan jual beli, tetapidisebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan
menunjukkansuatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas
tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar dan hibah wasiat.
Jadi, meskipun dalam Pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya
adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli. Apa yang
dimaksud dengan jual beli itu sendiri oleh UUPA tidak diterangkan secara jelas, akan
tetapi mengingat dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional
kita adalah Hukum Adat, berarti kita
menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum dan sistem hukum adat.**

Pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat, merupakan perbuatan
pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan terang. Sifattunai berarti bahwa
penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat riil
berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual

beli, hal ini dikuatkan dalam Putusan MA No. 271/K/Sip/1956 dan No.

B.F Sihombing, 2004, Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia,
Jakarta, Gunung Agung, him. 63.
4 Adrian Sutedi, Op.cit, him. 76.
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840/K/Sip/1971.Jual beli dianggap telah terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di
muka Kepala Kampung serta penerimaan hargaoleh penjual, meskipun tanah yang
bersangkutan masih beradadalam penguasaan penjual.™

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, setiap pemindahan hak atas tanah kecuali yang melalui
lelang hanya bisa didaftarkan apabila perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah
tersebut didasarkanpada akta PPAT.Notaris dan PPAT sangat berperan dalam
persentuhan antara perundang-undangan dan dunia hukum, sosial dan ekonomi
praktikal. Notaris adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang bertanggung
jawab untuk membuatsurat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai alat bukti
dari perbuatan-perbuatan hukum.®

Dengan berlakunya UUPA, dan atas dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 (sekarang Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 jo Pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007) maka setiap
perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah, pemberian hak baru
atastanah, penjaminan tanah atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai
jaminan, harus dilakukan dengan suatu akta. Aktademikian harus dibuat oleh dan di
hadapan pejabat yang ditunjukkhusus untuk itu, yakni PPAT sehingga dengan

demikian setelah notaris PPAT juga adalah pejabat umum.*’

“lbid, hal. 77.

1% Herlen Budiono, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Jakarta,
Citra Aditya Bakti, hIm. 256.

YIbid, him. 257.
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Pada tahap ini peranan PPAT sebagai pencatat perbuatan hukum untuk
melakukan pembuatan akta jual beli, harus dipenuhi.Sehingga pengalihan ini menjadi
sah adanya dan dan dapat didaftarkan balik namanya. Dengan adanya akta PPAT
inilah nanti akan kembali diberikan status baru dari permohonan balik namayang
dimohon oleh pihak yang menerima pengalihan haknya. Pembuatan akta jual beli di
hadapan PPAT tersebut dilakukan bagi keabsahan dari perjanjian-perjanjian
berkenaan dengan hak atas tanah, maka disyaratkan akta yang dibuat dengan oleh
PPAT.'

Namun demikian, apakah kemudian pengalihan hak atas tanah di luar
perlibatan PPAT otomatis menjadi tidak sah adalah persoalan lain. Berkenaan dengan
itu, patut diperhatikan putusan MahkamahAgung No.122 K/Sip/1973, tertanggal 14
April 1973 dalam perkara antara Nyi R. Neno Aminah versus Ahja Karso dan Nyi R.
Enok Supiah. Di dalam arrest ini diputuskan bahwa belumdilaksanakannya jual beli
atas tanah di hadapan PPAT tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut karena
pembuatan aktadi hadapan PPAT semata-mata merupakan syarat administratif.Juga
menurut Mahkamah Agung dalam putusannya, mengenai fungsi akta PPAT dalam
jual beli, Nomor 1363/K/Sip/1997 yang berpendapat bahwa Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah secara jelas
menentukan bahwa akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa

akta itu adalah suatu syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah.*

®Muh Yamin dan Abdul Rahim Ibs, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung, Mandar
Maju.HIm. 121.
19 Adrian Sutedi, Loc cit. HIm. 79.
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c) Akta PPAT

Sejak berlakunya Pemerintah Peraturan Nomor 10 Tahun 1961sebagaimana
telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, jual beli atas tanah dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT
yang bertugas membuat aktanya. Akta jual beli yang ditandatangani para pihak
membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan
disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan secara
nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan.Akta
tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan
hak untuk selama-lamanya dan pembayaran harganya. Karena perbuatan hokumyang
dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, makaakta tersebut
membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudahmenjadi pemegang haknya yang
baru.Menurut Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Karena jual beli adalah merupakan perjanjian, maka dalam hal ini berlakulah
syarat-syarat untuk sahnya perjanjian tersebut.Menurut Pasal 1320 KUHPerdata,
syarat untuk sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.
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Di dalam KUHPerdata tidak ada penjelasan mengenai apa itu sebab yang halal, tetapi
Pasal 1337 KUHPerdata mengatur tentang sebab yang terlarang, yaitu sebab yang
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan
menafsirkan Pasal 1337 secara a contrario, maka dapat diketahui bahwa sebab yang
halal adalah yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan
ketertiban umum. Sedangkan untuk jual beli tanah syaratnya ada dua, yaitu syarat
materil dan syarat formil.?

1. Syarat Materil.

Syarat materiil sangat menentukan sahnya jual beli tanah tersebut, antara
lainsebagai berikut:

a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. Maksudnya adalah
pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah
yang dibelinya.

b. Penjual berhak untruk menjual tanah yang bersangkutan yang berhak menjual
suatu bidang tanah tentu saja pemegang hak yang sah atas tanah tersebut yang
disebut pemilik. Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia
berhak untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi, apabila pemilik tanah
adalah duaorang maka yang berhak menjual tanah itu ialah kedua orang itu
bersama-sama. Tidak boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual.

c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam

keadaan sengketa.

2pid, hal. 77.
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Jika salah satu syarat materil ini tidak dipenuhi dalam arti penjualbukan merupakan
orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli tidak memenuhi syarat
untuk menjadi pemilik hak atas tanah, atau tanah yang diperjualbelikan sedang dalam
sengketa atau merupakan tanah yang tidak boleh diperjualbelikan, maka jual beli
tanah tersebut adalah tidak sah. Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak
adalah batal demi hukum.Artinya, sejak semula hukum menganggap tidak pernah
terjadi jual beli.
2. Syarat Formil

Setelah semua persyaratan materil dipenuhi maka PPAT akanmembuat akta
jual belinya. Akta jual beli menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah harus dibuat oleh PPAT. Jual beli yang
dilakukan tanpa di hadapan PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada
HukumAdat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam Hukum Adat sistem yangdipakai
adalah sistem yang konkret/kontan/nyata/riil. Kendatipun demikian untuk
mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai
peraturan pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiap perjanjianyang
bermaksud untuk melakukan pemindahan hak atas tanah harusdibuktikan dengan
suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT58. Akta PPAT adalah akta otentik,
hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Sebagai akta otentik, terhadap akta PPAT berlaku ketentuan-ketentuan tentang syarat-
syarat dan tata cara pembuatan akta otentik.
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Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang,sedangkan pejabat yang
dapat membuatnya tidak dapat dihindarkan agar berbobot yang sama harus pula
ditentukan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan setingkat dengan
undang-undang. Akta PPAT sebagaimana halnya dengan akta Notaris, sama-sama
sebagai akta otentik. Akta otentik sendiri sebagaimana dikemukakan oleh C.A. Kraan
di dalam disertasinya, De AuthentiekeAkte (Amsterdam 20 Januari 1984) mempunyai
ciri-ciri sebagaiberikut:*

a. Suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti
atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan dalam tulisan dibuat
dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut
ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan
saja.

b. Tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang
berwenang.

c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi: ketentuan tersebut
mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-
ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan
kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya dan data di mana dapat
diketahui mengenai hal-hal tersebut.

d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan

pekerjaan yang mandiri (onafhankelijk-independence) serta tidak memihak

2 Herlen Budiono, 2007,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,
Bandung, Citra Aditya Bakti, him. 59.
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(onpartijd-impartial) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan
Pasal 1868 KUHPerdata.
e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah
hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.
Sebagai akta otentik, akta PPAT sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dapat terdegradasi kekuatan pembuktian menjadi seperti
akta di bawah tangan.Degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi kekuatan bukti
dibawah tangan, dan cacat yuridis akta otentik yang mengakibatkan akta otentik dapat
dibatalkan atau batal demi hukum atau nonexlstent, terjadi jika ada pelanggaran
terhadap ketentuan perundang-undanganyaitu:
1. Pasal 1869 KUHperdata, yang berbunyi:

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud
diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidaklah dapat diberlakukan sebagai
akta otentik,namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawahtangan jika
ditandatangani oleh para pihak.Pasal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak
memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya memiliki kekuatan bukti dibawah tangan
dalam hal:

a. Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;

b. Pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu;

c. Cacat dalam bentuknya.

2. Pasal 1320 KUHPerdata,

Yang mengemukakan untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat yaitu:

2|pid, hal. 250.
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a) sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b) kecakapan membuat suatu perjanijan;

€) suatu hal tertentu dan

d) kausa yang halal.
syarat a dan b merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek
yang mengadakan perijanjian dan jika syarat subyektif dilanggar maka aktanya dapat
dibatalkan, sedangan syarat ¢ dan d merupakan syarat obyektif karena mengenai isi
perjanjian dan jika syarat obyektif dilanggar maka aktanya batal demi hukum.
3. Menurut Herlien Budiono sebab-sebab kebatalan mencakup sebagai berikut:
ketidakcakapan, ketidakwenangan, bentuk perjanjian yang ditanggar, isi perjanjian
bertentangan dengan undang-undang, pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan
undang-undang, motivasi membuat perjanjian bertentangan dengan undang-
undang,perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusitaan baik, cacat
kehendak dan penyalahgunaan keadaan.

Menurut Boedi Harsono, akta PPAT berfungsi sebagai alatpembuktian
mengenai benar sudah dilakukannya jual beli. Jual beli tersebut masih dapat
dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain. Akan tetapi, dalam sistem pendaftaran
tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah (yangsekarang sudah disempurnakan denganPeraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), pendaftaran jual beli itu hanya dapat (boleh)
dilakukan dengan akta PPAT sebagaibuktinya. Orang yang melakukan jual beli tanpa
dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertipikat, biarpun jual
belinya sah menurut hukum. Peralihan hak atas tanah yang tidak dilakukan di
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hadapan PPAT memang tidak ada sanksinya bagi para pihak, namun para pihak akan
menemui Kkesulitan praktis yakni penerima hak tidak akandapat mendaftarkan
peralihan haknya sehingga tidak akan mendapatkan sertipikat atas namanya. Oleh
karena itu, jalan yang dapat ditempuh adalah mengulangi prosedur peralihan haknya
dihadapan PPAT. Tetapi, cara ini tergantung dari kemauan para pihak. Kesulitan akan
timbul manakala pihak pertama atau ahli warisnya menolak atau telah pindah ke
tempat lain sehingga pengulangan perbuatan hukum peralihannya tidak dapat
dilakukan.

Demikian juga pemahaman Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor
952/K/Sip/1974 bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat
dalam KUHPerdata, atauhukum jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil
dan kontan diketahui oleh Kepala Kampung (Adat), maka syarat-syarat
dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (yang
sekarang sudah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah) tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli
dalam KUHPerdata dan Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi
pejabat agraria. Ini terkait dengan pandangan hukum adat, di mana dengan telah
terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung
(Adat) yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga
pemberian oleh penjual,maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun
belumdilaksanakan di hadapan PPAT.

Akta PPAT terkait dengan keperluan penyerahan secara yuridis(juridische
levering) disamping penyerahan nyata (feitelijk levering).Kewajiban menyerahkan
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surat bukti milik atas tanah yang dijual sangat penting, karena itu Pasal 1482
KUHPerdata menyatakan “Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala
sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang
tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika itu ada”. Jadipenyerahan suatu bidang tanah
meliputi penyerahan sertipikatnya.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan tanah dan benda-benda yang ada di
atasnya dilakukan dengan dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari
pemilik kepada penerima disertai denganpenyerahan yuridis (juridische levering),
yaitu penyerahan yangharus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi
pemenuhan syarat, dilakukan melalui prosedur telah ditetapkan, menggunakan
dokumen, dibuat oleh/di hadapan PPAT.Tata cara terbitnya akta PPAT sebagai akta
otentik sangatlahmenentukan, karenanya apa bila pihak yang berkepentingan dapat
membuktikan adanya cacat dalam bentuknya karena adanyakesalahan atau
ketidaksesuaian dalam tata cara pembuatannya maka akan mengakibatkan timbulnya
risiko bagi kepastian hak yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut.
B. Pembahasan

1. Tata Cara Penerbitan Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT
Dalam hal pembuatan akta PPAT, tahap-tahap yang harusdilakukan oleh PPAT
adalah:*®

1. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau

pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT

»Hasil Wawancara dengan Notaris PPAT, Adi Pinem,S.H., tanggal 1 Desember 2018
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wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan
mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor
Pertanahan setempat.

2. Dengan memperlihatkan sertipikat asli (Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah).

3. Akta harus mempergunakan formulir yang telah ditentukan (Pasal 96
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

4. Dalam hal diperlukan izin untuk peralihan hak tersebut, maka izin tersebut
harus sudah diperolen sebelum akta dibuat (Pasal 98 ayat (2) Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

5. Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, calon penerima
hak harus membuat pernyataan yang menyatakan:

a. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan

tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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b. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi
pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan
sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar maka tanah
kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek landreform;

d. bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya,
apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tidak benar.
PPAT wajib menjelaskan kepada calon penerima hak maksud dan isi
pernyataan sebagaimana dimaksud di atas.

6. Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan
perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya
dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan

7. Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

8. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang
saksi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum,
yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau
kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan
akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak
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yang bersangkutan (Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah).

9. PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan
memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur
pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang
berlaku (Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

10. Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani
seketika itu juga oleh para pihak, saksisaksi dan PPAT (Pasal 22 Peraturan
Pemerinta Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah).

11. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta
yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya
berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan
untuk didaftar.

12. PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta sebagaimana dimaksud di atas kepada para pihak yang
bersangkutan (Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah).
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Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran
Tanah, PPAT harus menolak untuk membuat akta apabila:

1. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah
susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan
atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di
Kantor Pertanahan.

2. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

a. surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat
keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2); dan

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk
tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor
Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh
Kepala Desa/Kelurahan

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan atau salah satu saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak
berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa
mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan
hak; atau
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e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin
Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa
mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 39
ayat (1) Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
menyebutkan contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah
misalnya larangan yang diadakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan
Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan jo Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan untuk
membuat akta, jika kepadanya tidak diserahkan fotokopi surat setoran
pajak penghasilan yang bersangkutan. Atas penolakan itu PPAT harus
menyampaikan secara tertulis kepada para pihak dengan disertai alasan-
alasannya.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam pembuatan akta, PPAT juga harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. ldentitas dari para pihak. PPAT harus memeriksa kebenaran formil dari
identitas para pihak serta dasar hukum tindakan para pihak.
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2. Jangka waktu berakhirnya hak atas tanah yang diperjualbelikan (karena jika
jangka waktunya berakhir, tanahnya kembali dikuasai oleh negara)
3. Harga jual beli harus sudah dibayar lunas sebelum akta ditandatangani
(konsekuensi dari UUPA yang berdasarkan kepada Hukum Adat).
4. Tidak terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Tanah yang diperjualbelikan harus berada dalam wilayah kerja PPAT yang
bersangkutan (Terkait dengan kewenangan PPAT dalam hal pembuatan akta).
2. Faktor yang Menyebabkan Terbitnya Akta Jual Beli Tanah Bermasalah
oleh PPAT
Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari melayani masyarakat,sering terjadi
permasalah atau kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah, antara lain :**
1. Sistem administrasi dan manajemen yang tidak teratur pada kantor pertanahan,
seperti buku tanah yang sering hilang dan tidak diketahui dimana
keberadaannya. Hal ini disebabkan pelaksanaan pendaftaran peralihan dan
pembebanan hak atas tanah tidak dilakukan melalui loket penerimaan resmi,
meskipun pada kenyataanya dikantor pertanahan Kota Medan di rancang
dengan kebijakan satu pintu tetapi penerapannya belum terlaksana. Jika ingin
melakukan permohonanpendaftaran, maka Pejabat pembuat akta tanah akan
menemui pegawai kantor pertanahan secara “sendiri-sendiri” untuk melakukan
pendaftaran, sehingga jika seorang pegawai kantor pertanahan mempergunakan
buku tanah, maka pegawai kantor pertanahan yang lain akan sulit menemukan

keberadaan buku tanah. Hal ini tentu sangat merugikan karena untuk

**Hasil Wawancara dengan Notaris PPAT, Adi Pinem,S.H., tanggal 1 Desember 2018
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melakukan pengecekan sertifikat saja, bisa membutuhkan waktu yang sangat
lama (lebih dari 2 minggu). Pendaftaran yang tidak dilakukan melalui loket
resmi (kebijakan satu pintu) juga sering menyebabkan berkas permohonan
pendaftaran tersebut hilang di tangan pegawai kantor pertanahan. Akibatnya
seluruh kerugian dan biaya penerbitan sertipikat baru menjadi tanggung jawab
Pejabat Pembuat Akta Tanah karena pihak kantor pertanahan tidak pernah
menerima secara resmi.

2. Terbatasnya jumlah dan kemampuan juru ukur pada kantor pertanahan tidak
sebanding dengan permintaan masyarakat yang besar dan semakin meningkat,
sehingga butuh waktu yang lama untuk juru ukur melakukan pengukuran
(survey cadastral) di lapangan. Permasalahan ini bisa diatasi dengan
penambahan jumlah personel juru ukur serta penerapan sistem kerja yang
efisien. Di samping ituuntuk memenuhi permintaan masyarakat yang besar,
maka oleh pemerintah telah diciptakan lembaga atasnya yang diberikan kepada
swasta untuk proses percepatan dan akurasi yang baik. Hal ini sebagai mana
diatur dalam PMNA/KBPN Nomor 2 Tahun 1998, telah ditetapkan bahwa
untuk survey cadastral dapat dilakukan oleh surveyor berlisensi. Disebutkan
bahwa surveyor cadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian dibidang
pengukuran dan pemetaan kadaseteral dan mempunyai kemampuan
mengorganisasikan pekerjaanpengukuran dan pemetaan kadasteral yang diberi
wewenang untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadasteral

tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan
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masyarakat sendiri maupun sebagai badan hukum yang berusaha dibidang
pengukuran dan pemetaan.

3. Persyaratan perpajakan baik itu PBB, PPh dan BPHTB yang harus dipenuhi
oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah juga kerap kali menghambat Pejabat
Pembuat Akta Tanah untuk melakukan pembuatan akta. Hal ini biasa terjadi
karena SPPT-PBB yang belum dikeluarkan oleh Kantor PBB, sementara objek
pajak akan dialihkan. Seperti contoh A akan menjual tanahnya kepada B pada
bulan Februari, sementara pada saat tersebut SPPT-PBB nya belum dikeluarkan
oleh kantor pajak dan pajaknya pun belum bisa dibayarkan oleh pemilik tanah.
Hal ini otomatis menghambat kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah karena
seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah berkewajiban untuk mengawasi
pelunasan atas pajak yang terhutang dan disyaratkan untuk menyertakan
fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan dan bukti pelunasan pajak terhutang. Dalam
pembayaran BPHTB juga diharuskan bahwa formulir pembayaran harus
dilegalisir terlebih dahulu pada kantor PBB setempat, baru bisa dilakukan
pembayaran. Dan untuk hal tersebut,terkadang pejabat berwenang untuk
melegalisir pada kantor PBB berhalangan dan susah ditemui sehingga
membutuhkan waktu yang tidak sebentar, padahal dalam sistem usaha dan
perekonomian transaksi atas tanah harus segera dilakukan. Jadi dalam
menjalankan tugasnya, seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait erat dengan
istansi lain yang berwenang, dan diharapkan kepada instansi lain yang terkait

untuk dapat berkerja sama dengan berkerja sama secara baik dan profesional
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4. Faktor selanjutnya ialah tidak terpenuhinya syarat materil ataupun formil
pembuatan akta, serta masih terjadinya sengketa terhadap objek tanah yang
menjadi salah satu faktor akta menjadi bermasalah.

5. Dan faktor-faktor eksternal lain yang berasal dari pembuat akta jual beli tanah

3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Akta Bermasalah yang Diterbitkan

Oleh PPAT (Studi Putusan No. 507/PDT.G/2016/PN.mdn)

Tentang Akibat hukum dari akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata
cara pembuatan akta PPAT atau bermasalah. Haruslah di bedakan antara akta PPAT
itu sendiri dan perjanjian jual beli yang di tuangkan ke dalam akta oleh para pihak.
Meskipun aktanya terdegradasi kekuatan pembuktiannya tetapi perjanjian jual beli di
antara para pihak adalah tetap sah sepanjang syarat perjanjiaan jual belinya terpenuhi.

Dalam hal pembuatan akta jual beli tanah dengan konstruksi pembuatan akta
jual beli sebagai berikut :*°
1. Akta jual beli telah di tandatangani tetapi harga pembelian belum di bayar lunas

oleh pembeli serta pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas
tanah dan atau bangunan (PP No 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas
PP No 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan
dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) dan Pajak atau Bea
Perolenan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB juga belum di bayar akibat

hukumnya adalah

*Hasil Wawancara dengan Notaris PPAT, Adi Pinem,S.H., tanggal 1 Desember 2018
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a. akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan
karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan
atau peraturan-peraturan lain.

b. PPAT yang membuat aktanya dikenakan sanksi administratif dan denda (pasal
26 ayat( 1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang
melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat
(2) di kenakan sanksi administratif dan denda sebesar 7.500.0000 (tujuh juta
lima ratus ribu rupiah)untuk setiap pelanggaran ),

2. Penandatanganan akta jual beli oleh para pihak dilakukan tidak dihadapan PPAT
yang menandatangani akta jual beli akibat hukumnya adalah

a. PPAT dapat di berhentikan dengan tidak hormat dan jabatannya (Pasal 28 ayat
(2) Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah PPAT di berhentikan dengan tidak hormat dari
jabatannya oleh Kepala BPN.

b. Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan
karena tidak memenuhi persyaratan yang di tentuan oleh Undang-Undang dan
atau peraturan-peratuan lain.

3. Penandatanganan akta jualbeli oleh penjual dan pembeli tidak dilakukan dalam

waktu yang bersamaan di hadapan PPAT akibathukumnya adalah
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a. Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan
karena tidak memenuhi persyaratan yang di tentuan oleh Undang-Undang dan
atau peraturan-peratuan lain.

b. PPAT yang membuat aktanya di kenakan sanksi administatif dan denda
dengan tidak mengurangi kemungkinan di tuntut ganti kerugian oleh pihak-
pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan di abaikannya ketentuan
tersebut.

4. Akta jualbeli telah di tandatangani tapi sertifikat belum di periksa kesesuaian
dengan buku tanah di kantor pertanahan akibat hukumnya adalah :

a. Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan
karena tidak memenuhi persyaratan yang di tentuan oleh Undang-Undang dan
atau peraturan-peratuan lain.

b. Bagi pembeli terdapat resiko sertifikat di blokir atau sertifikat tidak sesuai
dengan daftar yang ada dalam bukti tanah kantor pertanahan.

5. Pembuatan akta jual beli dilakukan di luar daerah kerja PPAT dan tanpa di
hadiri saksi-saksi akibat hukumnya adalah :

a. Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan
karena tidak memenuhi persyaratan yang di tentuan oleh Undang-Undang dan
atau peraturan-peratuan lain.

b. PPAT dapat di berhentikan dengan tidak hormat dan jabatannya (Pasal 28 ayat
(2) Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
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Pembuat Akta Tanah PPAT di berhentikan dengan tidak hormat dari
jabatannya oleh Kepala BPN
6. Nilai harga transaksi yang di muat dalam akta jual beli berbeda dengan nilai
transaksi yang sebenarnya akibat hukumnya adalah :
a. Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan
karena tidak memenuhi persyaratan yang di tentuan oleh Undang-Undang dan
atau peraturan-peratuan lain.
b. PPAT dapat di berhentikan dengan tidak hormat dan jabatannya (Pasal 28
ayat (2) Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT di berhentikan dengan tidak
hormat dari jabatannya oleh Kepala BPN
Adapun secara garis besar berdasarkan Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2006
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dapat di simpulkan akibat
hukum yang terjadi sebagai berikut :
a. Terhadap Akta

akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan
karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan atau
peraturan-peraturan lain
b. Terhadap Pembeli
bagi pembeli terdapat resiko sertifikat di blokir atau sertifikat tidak sesuai dengan

daftar yang ada dalam bukti tanah kantor pertanahan, Namun di luar hal tersebut
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Meskipuun aktanya terdegradasi kekuatan pembuktiannya tetapi perjanjian jual beli
di antara para pihak adalah tetap sah sepanjang syarat perjanjiaan jual belinya
terpenuhi.
c. Terhadap BPN

Sertifikan yang di keluarkan akan di blokir ataupun menjadi dapat di batalkan
d. Terhadap Pihak Ketiga

Tidak mengurangi kemungkinan di tuntut ganti kerugian oleh pihak KETIGA

yang menderita kerugian yang diakibatkannya.

Adapun berdasarkan studi kasus putusan No 507/PDT.G/2016/PN.mdn menerangkan
dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Bahwa benar terhadap Akta Jual Beli Nomor 47 tertanggal 22 Januari 1980,
telah batal atau tidak sah, dikarenakan bahwa didalam melakukan peralihan hak atas
tanah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor 47 tertanggal 22
Januari 1980  tersebut, tidak diikutsertakan Istri dari Almarhum ELIESER
PANJAITAN atau disebut juga GR. E. PANJAITAN yakni Almarhumah ASENNA
SIMANJUNTAK, sehingga mengakibatkan cacat hukum, sesuai di dalam putusan
Nomor : 3439 K/Pdt/2002, tertanggal 7 November 2006, jo. Putusan Nomor :
107/Pdt/2001/PT-Mdn, tertanggal 7 Juni 2001 jo. Putusan Nomor
20/Pdt.G/2000/PN-Mdn, tertanggal 12 September 2000, sesuai dengan pertimbangan
hukum, Pada Halaman 61 (Enam Puluh Satu) Alinea 2 (Dua) Dan Alinea 3
(Tiga),yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde)menyatakan :
Alinea 2 (dua) : Menimbang, bahwa sesudah Undang-Undang Perkawinan No. 1
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Tahun 1974 berlaku sesuai pasal 35 (1) terhadap harta yang diperoleh oleh suami istri
selama perkawinan atas benda tak bergerak, haruslah atas persetujuan kedua belah
pihak suami istri, dan hal itu sudah pula menjadi jurisprudensi tetap, bahwa tanpa
mengikutsertakan salah satu pihak perbuatan pemindahan hak tersebut adalah cacat
hukum; Alinea 3 (tiga) : Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akta Jual Beli tanah
sengketa No. 47 tanggal 22 Januari 1980, dibuat hanyalah antara Tergugat Il
Almarhum ELIESER PANJAITAN dengan Tergugat I TIONNA HUMA Br
SAMOSIR, tanpa mengikutsertakan Penggugat selaku istri sah dari Tergugat 11, maka
jual beli tanah sengketa antara Tergugat 11 dengan Tergugat | tersebut cacat hukum
Bahwa berdasarkan studi kasus di atas dapat di lihat bagaimana konsekuiensi
akibat hukum dari bermasalahnya sebuah akta jual beli, yang, mengakibatkan akta
jual beli tersebut batal demi hukum karena tidak diikutkannya istri di dalam akta jual
beli tersebut yang berati adanya cacat formil di dalam akta tersebut, adapun
pertimbangan hukum yang mendasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 berlaku sesuai pasal 35 ayat 1 sudalah tepat, sehingga pembatalan akta
jual beli tanah tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan hukum. Adapun konsekuensi hukum dari batalnya akta
jual beli tersebut, maka perbuatan yang di landaskan dari akta jual beli tersebut di

anggap tidak pernah ada, yang merupakan akibat dari cacat formilnya akta tersebut.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

1. Tata cara Penerbitan akta Jual beli tanah oleh notaris PPAT ialah di mulai
dengan pemeriksaan dan melangkapi syarat-syarat administrasi yang di
perlukan, bila di perlukan surat keteerangan ahl waris dan surat kuasa apabila
pengurusannya di kuasakan, selanjutnya akta di tanda tangani setidak tidaknya
dua orang saksi, lalu di bacakan isinya kepada para pihak dan dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari PPAT sudah harus menyampaikan akta
yang di buatnya kepada badan pertanahan

2. Faktor penyebab akta jual beli bermasalah oleh PPAT dapat berasal dari
internal PPAT mauppun faktor eksternal dari para pihak, serta juga faktor
administrasi yang menyebabkan terjadinya akta bermasalah

3. Tentang Akibat hukm dari akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata
cara pembuatan akta PPAT atau bermasalah. Haruslah di bdkan antara akta
PPAT itu sendiri dan perjanjian jual beli yang di tuangkan ke dalam akta oleh
para pihak. Meskipuun aktanya terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi

akta di bawah Tangan
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B. Saran

1. Di dalam proses tata cara pembuatan akta olen PPAT, di harapkan PPAT
selalu menjunjung tinggi kode etik serta mematuhi prosedur pembuatan akta
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan
akta yang bermasalah di kemudian hari

2. Untuk meminimalisir faktor penyebab terjadinya akta bermasalah di perlukan
kerjasama antara pemerintah, PPAT atau notaris itu sendiri, serta masyarakat
tanpa sinergitas ketiganya maka reformasi birokrasi serta tertib hukum
administrasi tidak akan terwujud sehingga di perlukan kesadaran serta
dorongan bersama untuk memperbaiki faktor-faktor tersebut

3. Di dalam pengurusan akta di harapkan masyarakat mengurusnya di hadapan
pejabat yang berwenang yakni PPAT dan menjunjung tinggi syarat dan

ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
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Tergugat Il Arta Panjaitan, oleh para Tergugat telah menyampaikan
dipersidangan pertama bahwa Tergugat Il telah meninggal dunia;

- Bahwa atas fakta tersebut oleh Penggugat tidak ada melakukan perbaikan
gugatan untuk mengganti posisi Tergugat Il yang sudah meninggal
duniadengan meneruskan atau menunjukkan gugatan kepada ahli waris dari
Tergugat Ill yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa dengan tidak adanya perbaikan gugatan dari Penggugat, maka secara
hukum Penggugat telah melakukan gugatan terhadap orang yang sudah
meninggal dunia yang tidak bisa dijadikan sebagai pihak yang berperkara, oleh
karena itu gugatan Penggugat menjadi cacat hukum;

- Bahwa menurut Yurisprudensi putusan MA-RI no. 429 K/Sip/1971 tertanggal
10 Juli 1971, gugatan seperti ini adalah cacat hukum, untuk itu haruslah
dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Nebis In Idem;

- Bahwa setelah mencermati dan menganalisa surat gugatan dari Penggugat
ternyata sebelumnya telah ada gugatan dimana dalam gugatan terdahulu
tersebut adalah baik dalil-dalil gugatan, objek gugatan dan pihak-pihaknya
sama dengan perkara aquo dan atas gugatan terdahulu tersebut juga telah
memiliki putusan yang berkekuatan hukum tertap yaitu putusan Mahkamah
Agung RI nomor 3499 K/Pdt/2002 tanggal 07 November 2006 jo putusan
Pengadilan Tinggi Medan nomor 107/Pdt/2001/PT-MDN tanggal 07 Juni 2001
jo putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 20/Pdt.G/2000/PN.Mdn tertanggal
12 September 2000;

- Bahwa selanjutnya selain perkara tersebut diatas, juga ada gugatan dimana
dalam gugatan terdahulu tersebut adalah baik dalil-dalil gugatan, objek
gugatan dan pihak-pihaknya sama dengan perkara aquo dan atas gugatan
tersebut juga telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu
putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 348/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22
Mei 2014 jo putusan  Pengadilan Negeri Medan  nomor
286/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 31 Oktober 2012;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor
286/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 31 Oktober 2012 yang dikuatkan oleh
putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 348/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22
Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amamya sebagai
berikut : Menerima eksepsi Tergugat, dimana dalam pertimbangan putusannya
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa gugatan
Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis In Idem atas perkara terdahulu
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